
 
 
 

 

BUPATILANGKAT PROVINS!   

SUMATERA UTARA 

 
PERATURAN BUPATI LANGKAT 

NOMOR     7   TAHUN 2020 

TENTANG 

 
PERUBAHAN KEEMPAT  ATAS PERATURAN BUPATI LANGKATNOMOR 04 

TAHUN 2012  TENTANG   TATA CARA PENGANGGARAN,    PELAKSANAAN DAN 

PENATAUSAHAAN,    PERTANGGUNG JAWABAN  DAN PELAPORAN,   SERTA 

MONITORING DAN EVALUASI BELANJA  HIBAH YANG BERSUMBER  DARI 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  DAERAH  KABUPATEN LANGKAT 
 

 
 

DENGAN  RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

 
 

BUPATI LANGKAT, 
 
 

Menimbang a.   bahwa  untuk    melaksanakan   ketentuan   Pasal   6,   dan   Pasal 

7 Peraturan   Menteri   Dalam   Negeri  Nomor   123 Tahun    2018 
tentang   Perubahan     Ke   empat     atas     Peraturan     Menteri 

Dalam  Negeri   Nomor    32  Tahun     2011   ten tang    Pedoman 

Pemberian Hibah   dan  Bantuan     Sosial  yang  Bersumber   dari 

Anggaran        Pendapatan       dan       Belanja        Daerah      maka 

Peraturan    Bupati    Langkat    Nomor   04  Tahun    2012  tentang 

Tatacara Penganggaran, Pelaksanaan  dan Penatausahaan, 

Pertanggung  Jawaban   dan   Pelaporan   serta   Monitoring   dan 

Evaluasi   Belanja    Hibah    yang    Bersumber    dari    Anggaran 

Pendapatan    dan   Belanja    Daerah    Kabupaten   Langkat    perlu 

direvisi   untuk    Keempat   Kalinya 
 

b.  bahwa    berdasarkan    pertimbangan    sebagaimana    dimaksud 

pada   huruf   a perlu   menetapkan   Peraturan   Bupati    Langkat 

tentang   Perubahan      Keempat     atas      Peraturan      Bupati 

Langkat   Nomor      04    Tahun       2012     tentang      Tatacara 

Penganggaran,     Pelaksanaan     dan    Penatausahaan, Pertanggung

  Jawaban   dan   Pelaporan   serta   Monitoring  dan 

Evaluasi Belanja     Hibah    yang    Bersumber    dari    Anggaran 

Pendapatan dan  Belanja   Daerah   Kabupaten   Langkat; 
 
 
 
 
 
 
 

I  .



Mengingat 1.    Undang-Undang  Nomor  7   Drt   Tahun       1956   tentang 

Pembentukan Daerah       Otonom       Kabupaten-kabupaten 

dalam  lingkungan     Propinsi     Sumatera     Utara     (Lembaran 

Negara   Republik     Indonesia     Tahun       1956     Nomor    58, 

Tambahan Lembaran    Negara    Republik   Indonesia   Nomor 

1092); 
 

2.  Undang-Undang       Nomor     28      Tahun        1999       tentang 

Penyelenggara  'Negara  yang  Bersih   dan  Bebas   dari  Korupsi, 

Kolusi  dan      Nepotisme     (Lembaran      Negara      Republik 

Indonesia Tahun     1999   Nomor 75,     Tambahan    Lembaran 

Negara  Republik  Indonesia  Nomor 3851); 
 

3.   Undang-Undang   Nomor 17 Tahun    2003   tentang    Keuangan 
Negara   (Lembaran  Negara   Republik  Indonesia   Tahun    2003 
Nomor    47,     Tambahan     .        Lembaran      Negara       Republik 

Indonesia  Nomor 4286); 
 

4. Undang-Undang Nomor 1           Tahun 2004 tentang 
 Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia    Tahun     2004    Nornor  5,   Tambahan     Lembaran 

Negara   Republik  Indonesia  Nomor 4355); 
 

5.    Undang-Undang       Nomor     15'     Tahun        2004       tentang 

Pemeriksanaan Pengelolaan  dan  Tanggungjawab   Keuangan 

Negara   (Lembaran  Negara   Republik  Indonesia   Tahun    2004 

Nomor    66,      Tarnbahan      Lernbaran      Negara       Republik 

Indonesia   Nornor 4400);       ...          -··  ·      ......    ·       ·   ·        · 
 

6. Undang-Undang    Nomor  25 Tahun     2004    tentang Sistern 
 Perencanaan     Pernbangunan Nasional    (Lernbaran Negara 

Republik   Indonesia   Tahun     2004    Nomor  104,   Tarnbahan 

Lembaran  Negara    Republik  Indonesia   Nornor 4421); 
 

7.    Undang-Undang       Nomor     23      Tahun        2014       tentang 

Pernerintahan  Daerah        (Lernbaran      Negara       Republik 

Indonesia  Tahun    2004   Nornor  125,   Tarnbahan    Lernbaran 

Negara  Republik    Indonesia    Nornor   4437)   sebagaimana 

telah   diubah      beberapa    kali,    terakhir      dengan      Undang- 

Undang   Nornor 9  Tahun    2015   tentang     Perubahan    kedua 

atas  Undang-Undang     Nomor   23    Tahun      2014     tentang 

Pernerintahan Daerah        (Lernbaran      Negara       Republik 

Indonesia   Tahun     2015    Nornor  58,   Tarnbahan    Lernbaran 

Negara   Republik  Indonesia  Nornor 5679); 
 

8.    Peraturan     Pemerintah     Nomor   5   Tahun      1982     tentang 

Pemindahan Ibukota    Kabupaten   Dati  II Langkat    dari  Binjai 

ke  Kota  Stabat    dalarn   Wilayah    Kabupaten   Dati   II Langkat 

(Lernbaran  Negara   Republik  Indonesia   Tahun    1982   Nornor 

9); 
 

9. Peraturan Pernerintah    Nomor   10   Tahun      1986    tentang 
 Perubahan Batas   Wilayah Kodya  Dati  II Binjai,   Kabupaten 

Dati    II   Langkat     dan    Kabupaten     Dati    II   Deli    Serdang 
(Lernbaran  Negara   Republik  Indonesia   Tahun    1986   Nomor 

11,    Tambahan     Lernbaran     Negara      Republik    Indonesia 
Nornor 3323);                                                                               · 

 

10. Peraturan     Pernerintah    Nornor   71    Tahun     2010     tentang 

Standar   Akuntansi      Pemerintahan       (Lernbaran     Negara 

Republik Indonesia    Tahun     2010    Nomor  123,    Tambahan 

Lembaran  Negara   Republik Indonesia  Nornor 5165);



 

11. Peraturan Pemerintah Nomor   12   Tahun     2017     tentang 

Pedoman Pembinaan dan     Pengawasan     Penyelenggaran 

Pemerintahan        Daerah        (Lembaran      Negara       Republik 
Indonesia   Tahun     2017    Nomor  75,    Tambahan    Lembaran 

Negara   Republik Indonesia  Nomor 6046); 
 

12.  Peraturan     Pemerintah    Nomor   12   Tahun      2019     tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah  (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun    2019   Nomor 42   ,   Tambahan    Lembaran 

Negara Republik  Indonesia  ~omor   6322   ); 
 

13.  Peraturan      Presiden     Nomor    16    Tahun      2018     tentang 

Pengadaan Barang/Jasa      Pemerintah    (     Lembaran   'Negara 

Republik  Indonesia  Tahun    2018   Nomor 33  );
 

14.  Peraturan  Menteri Dalam   Negeri Nomor 13  Tahun 
'  
2006

tentang       Pedoman     Pengelolaan     Keuangan     Daerah, 
sebagaimana  telah   diubah   beberapa  kali  terakhir  dengan 
Peraturan   Menteri Dalam   Negeri Nomor 21  Tahun    2011 
tentang   Perubahan  Kedua  atas   Peraturan   Menteri Dalam 
Negeri   Nomor   13    Tahun      2006     tentang      Pedoman 
Pengelolaan  Keuangan  Daerah      (Berita Negara   Republik 
Indonesia Tahun   2011  Nomor310); 

 

15.  Peraturan   Menteri Dalam   Negeri Nomor 32  Tahun    2011 
tentang   Pedoman  Pemberian  Hibah   dan   Bantuan   Sosial 
yang   bersumber  dari   Anggaran  Pendapatan   dan   Belanja 
Daerah  [Berita Negara Republik _Ingo~esi~. _Tahun_   2_011_ 
Nomor 450)   sebagaimana   telah   diubah    beberapa     kali 
Terakhir  dengan   Peraturan  Menteri Dalam   Negeri Nomor 
123    Tahun     2018    tentang     Perubahan    Keempat   atas 
Peraturan   Menteri Dalam   Negeri Nomor 32  tahun    2011 
tentang    Pedoman  Pemberian  Hibah   dan   Bantuan   Sosial 
yang   bersumber dari   Anggaran  Pendapatan   dan   Belanja 
Daerah      (Berita Negara   Republik  Indonesia  Tahun    2018 
Nomor465); 

 

16. Peraturan   Daerah   Kabupaten  Langkat  Nomor 29  Tahun 
2007  tentang   Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan  Daerah 
(Lembaran Daerah  Kabupaten  Langkat Tahun   2007  Nomor 
05); 

17. Peraturan   Daerah    Kabupaten  Langkat  Nomor 6  Tahun 
2016  tentang   Pembentukan  Perangkat  Daerah   Kabupaten 
Langkat  (Lembaran  Daerah    Kabupaten   Langkat  Tahun 
2016   Nomor 1,  Tambahan  Lembaran  Daerah   Kabupaten 
Langkat Nomor29); 

 

18. Peraturan  Bupati   Langkat Nomor 04  Tahun   2012  tentang 
Tatacara  Penganggaran,  Pelaksanaan  dan  Penatausahaan, 
Pertanggung Jawaban  dan  Pelaporan serta  Monitoring dan 
Evaluasi  Belanja  Hibah   yang   Bersumber   dari   Anggaran 

Pendapatan  dan    Belanja   Daerah     Kabupaten    Langkat 
Sebagaimana  telah  diubah   beberapa  kali  terakhir   dengan 
Peraturan  Bupati   Langkat Nomor 34 Tahun   2018  tentang 
Perubahan Ketiga atas   Peraturan  Bupati   Nomor 4 Tahun 
2012   tentang    tatacara   Penganggaran,   Pelaksanaan   dan 
Penatausahaan,     Pertanggung   Jawaban    dan    Pelaporan 
serta     Monitoring   dan     Evaluasi   Belanja   Hibah    yang 
Bersumber dari  Anggaran Pendapatan  dan  Belanja Daerah 
Kabupaten  Langkat  (Berita  Daerah    Kabupaten   Langkat 
Tahun   2017  Nomor 1);



MEMUTUSKAN: 
 

 

Menetapkan          PERATURAN   BUPATI  TENTANG   PERUBAHAN  KEEMPAT ATAS 

PERATURAN    BUPATI    LANGKAT NOMOR    01  ,       TAHUN    2017 

TENTANG   TATA  CARA  PENGANGGARAN,     PELAKSANAANDAN 

PENATAUSAHAAN,      .                     PERTANGGUNG           JAWABAN       DAN 

PELAPORAN, SERTA MONITORING DAN  EVALUASI   BELANJA 

HIBAH YANG BERSUMBER  DARI ANGGARAN PENDAPATAN 

DANBELANJADAERAHKABUPATENLANGKAT. 
 
 

Pasal   I 
 
 

Beberapa   ketentuan    dalam    Peraturan    Bupati     Langkat   Nomor    04   Tahun   2012 

tentang    Tatacara   Penganggaran,    Pelaksanaan    dan   Penatausahaan,    Pertanggung 

Jawaban    dan    Pelaporan    serta    Monitoring     dan    Evaluasi     Belanja     Hibah    yang 

Bersumber   dari   Anggaran   Pendapatan    dan   Belanja    Daerah    Kabupaten    Langkat 

(Berita   Daerah    Kabupaten   Langkat    Tahun    2012   Nomor   04  )    Sebagaimana    Telah 

diubah     Beberapa   kali   Terakhir    dengan     Peraturan     Bupati     Langkat     Nomor    34 

Tahun    2018   Tentang  Perubahan   Ketiga atas   Peraturan   Bupati    Langkat    Nomor   4 

Tahun    2012    Tentang    Tatacara   Penganggaran,   Pelaksanaan    dan   Penatausahaan, 

Pertanggung Jawaban     dan    Pelaporan serta    Monitoring    dan    Evaluasi    Belanja 

Hibah   yang Bersumber    dari   Anggaran Pendapatan   dan   Belanja   Daerah    (Berita 

Daerah  Kabupaten  Langkat   Tahun   2018  Nomor  34)   diubah  sebagai   berikut: 
 

 

1.   Ketentuan      Pasal   SA diubah,   Sehingga  berbunyi   sebagai  berikut  : 
 

 
Pasal   5 A 

 

 

(l)Hibah    Kepada    pemerintah   pusat   sebagaimana   dimaksud   dalam    Pasal    5 

ayat   (1) huruf    a  diberikan   kepada    satuan   kerja   dari   kementerian/lembaga 

pemerintah dan   kementerian    yang   wilayah    kerjanya  berada    dalam    daerah 

yang  bersangkutan. 

(2)Hibah  kepada    Pemerintah    Daerah    lainnya   sebagaimana    dimaksud   dalam 

Pasal    5   ayat    (1)  huruf     b   diberikan    kepada     daerah     otonom     baru    hasil 

pemekaran      daerah       sebagaimana      diamanatkan       ketentuan       peraturan 

perundang-undangan. 
(3)Hibah     kepada     badan    usaha     milik   negara   sebagaimana    dimaksud    dalam 

Pasal     5 ayat   ( 1)     huruf   c diberikan   untuk   meningkatkan    pelayanan   kepada 

masyarakat   sesuai  dengan  ketentuan   peraturan   perundang-undangan 

(4)Hibah      kepada     badan    usaha     milik   daerah   sebagaimana    dimaksud   dalam 
Pasal   5 ayat   (1) huruf    c diberikan   dalam   rangka    untuk    meneruskan    Hibah 

yang    diterima     Pemerintah    Dea.rah  dari   Pemerintah    Pusat    sesuai     dengan 

ketentuan   peraturan   perundang-undangan 
(S)Hibah kepada    badan    dan   lembaga   sebagaimana     dimaksud    dalam    Pasal    5 

ayat   (1) huruf   d diberikan  kepada: 

a.    Badan    dan   Lembaga  yang   bersifat    nirlaba,    sukarela     dan   sosial   yang 

dibentuk berdasarkan   peraturan   perundang-undangan; 

b.  Badan    dan   Lembaga  nirlaba,  sukarela    dan   sosial   yang   telah   memiliki 

surat  keterangan   terdaftar   yang   diterbitkan    oleh   Menteri,  gubemur 

atau   bupati;   a.tau 

c.    Badan   dan  Lembaga  nirlaba,   sukarela    bersifat    sosial   kemasyarakatan 

berupa   kelompok     masyarakat/kesatuan       niasyarakat    hukum      adat 

sepanjang masih   hidup   dan  sesuai   dengan  perkembangan 
masyarakat,   dan   keberadaannya   diakui   oleh  pemerintah   pusat    dan   / 

atau   Pemerintah   Daerah   yang   pengesahan    atau   penetapannya   sesuai 

dengan    Ketentuan   Peraturan   Perundang-Undangan. 
 

 
 
 

~--------------------'----



. 

 

d.   Koperasi    yang     didirikan     berdasarkan     kententuan      peraturan 
perundang-undang dan   memenuhi   kriteria    yang   ditetapkan   oleh 
pemerintah daerah   sesuai  dengan  kewenangannya. 

 

(6) Hibah  kepada   organisasi  kemasyarakatan   yang  berbadan  hukum    Indonesia 

Sebagaimana dimaksud  dalam   Pasal   5  ayat   (1) huruf   d  diberikan    kepada 

organisasi  kemasyarakatan  yang .         berbadan  hukum   yayasan   atau   organisasi 

kemasyarakatan     yang     berbadan     hukum       perkumpulan,     yang      telah 

mendapatkan pengesahan  badan   hukum   dari  kementerian  yang  membidangi 

urusan    hukum   dan  hak  asasi  manusia    sesuai   dengan   ketentuan    peraturan 

perundang-undangan. 

(7) Hibah   kepada    organisasi   kemasyarakatan    sebagaimana   dimaksud   .dalam 

Pasal  5 ayat  (1) huruf   d,  diberikan  kepada   organisasi kemasyarakatan  yang 

dibentuk  berdasarkan   ketentuan   peraturan   perundang-undangan     seperti 

hibah  kepada  KNPI,  PMI,KONI,  Pramuka, Korpri 'dan  MUIdan Iain-lain. 
'                                                                                                   . 

(8) Penggunaan belanja  Hibah  oleh penerima Hibah  hanya  dapat  diberikan   untuk 
I 

pelaksanaan  kegiatan-kegiatan  yang  mendukung  program pemerintah  daerah 

dan  tidak  dapat   dipergunakan  untuk   kegiatan operasional kantor   antara   lain 

biaya     transportasi,     honorarium,     acara      pelantikan,     pembelian    ATK, 

pembayaran listrik, air dan  telepon 
 

2.   Ketentuan    Pasal  8 ayat  (4) huruf   a dan  ayat  (6)   diubah,  dan  ditambahkan
'    

1

(satu) ayat  baru  yaitu  ayat  (7),  sehingga berbun. y.i. .s.e.  bag
.  
a
.  
i
... b

. 
e.  r. ik. u.  t:

.

 

 

Pasal  8 
 

 

(1) Hibah  kepada   Pemerintah  dan  Pemerintah  Daerah   lainya   diberikan   dengan 
persyaratan  paling  sedikit: 

 
a.  Penggunaan  ditujukan  untuk   menunjang  peningkatan  penyelenggaraan 

fungsi  Pemerintah Daerah  dan  Pemerintah Daerah  lainya; 
b.   Penerima   belanja    Hibah    berkedudukan    dalam    wilayah    administrasi 

Pemerintah Daerah,   kecuali   ditentukan    lain   berdasarkan    ketentuan 
peraturan  perundang-undangan; dan. 

c.       Mempertimbangkan   kinerja    pengelolaan   belanja    Hibah    sebelumnya, 
akumulasi  belanja  Hibah  yang pernah   diterima  dan/atau   kegiatan sejenis 
yang  telah  dilaksanakan; 

 
(2)  dihapus 

 
(3)  dihapus 

 
(4)    Hibah   kepada    organisasi  kemasyarakatan   sebagaimana   di  maksud    dalam 

Pasal  6 ayat  (6)diberikan dengan  persyaratan  paling  sedikit  : 
a.   telah  terdaftar pada  kementerian yang  membidangi urusan   hukum   dan 

hak  asasi  manusia, 
b.   berkedudukan   dalam   wilayah   administrasi   Pemerintah  Daerah   yang 

bersangku tan  ;  dan 
c.   memiliki sekretariat  tetap  di daerah  yang  bersangkutan



• 
 

 
 
 
 
 

(4a)  Hibah    kepada    Badan    dan   lembaga   sebagaimana    dimaksud      dalam    Pasal    6 

ayat   (5)  diberikan   dengan   persyarataan    paling   sedikit: 

a. memiliki   kepengurusan    di daerah    domisili; 

b.  memiliki  keterangan   domisili dari  lurah    /  kepala   desa   setempat   atau 

sebutan lainya;  dan 

c.  berkedudukan    dalam   wilayah   administrasi    Pemerintah   Daerah    dan   / 
atau   badan  dan  lembaga  yang  berkedudukan    di luar  wilayah 

administrasi    Pemerintah   Daerah    dalam   rangka  menunjang   pencapaian 

sasaran   program  dan  kegiatan  Pemerintah   Daerah    pemberi  Hibah. 

 
(5) Apabila   dalam   NPHD  dipersyaratkan    untuk    menyediakan   dana   pendamping, 

maka Belanja Hibah diberikan kepada Penerima Belanja Hibah yang bersedia 

menyediakan   dana   pendamping. 

(6)     Hibah    dapat   diberikan  dalam    kurun     waktu     3  (Tiga) tahun     sekali,    kecuali 
ditentukan    lain  berdasarkan   ketentuan   peraturan   perundang-undangan. 

(7)   Ketentuan    sebagaimana    dimaksud   pada   ayat   (6) dikecualikan    bagi  LPTQ  dan 
Kegiatan     Perayaan   Hari-hari     Besar   Keagamaan   yang    Pemberian    hibahnya 

dapat   diberikan    untuk  setiap   tahun. 
 

 

3.Ketentuan       Pasal   14A   diubah  sehingga  berbunyi  sebagai  berikut  : 

Pasal   14A 

 

Besaran     Belanja   Hibah    yang    dapat    diberikan   kepada      Badan     ,     Lembaga   dan 
organisasi kemasyarakatan     sebagai   berikut.:   ·      ·                                      .... _    ··  ·       .... 

a.    Bidang   Pendidikan   paling   banyak  Rp.10.000.000·,- 

b.    Bidang   Keagamaan 

1. Pembangunan/     Pemeliharaan/     Perehaban   rumah    ibadah. 

-  Masjid,Gereja    dan  rumah    ibadah    lainnya  paling   banyak  Rp.15.000.000,- 

- Musholla  paling banyak  Rp.7.500.000,- 

2.  Perayaan  hari-hari   besar   keagamaan   paling   banyak  Rp.50.000.000,- 
    , 

c.    Bidang   Kesenian    paling   banyak  Rp.10.000.000,- 

d.    Bidang   Adat  Istiadat    paling  banyak  Rp.15.000.000,- 

e.    Bidang   Keolahragaan   non  Profesional  paling   banyak  Rp.10.000.000,- 

f.    KNPI  paling   banyak  Rp.   200.000.000.-_/ 

g.     PMI paling   banyak  Rp.100.000.000,- 

h.    KONI paling   banyak  Rp.  1.000.000.000,-       1'. 

1.      Pengurus   Cabang  Olah.raga   paling   banyak  Rp.10.000.000,- 

J.       Pramuka   paling  banyak    Rp.550.000.000,- 

k.  Korpri  paling   banyak  Rp.550.000.000,- 

1.       Organisasi   Masyarakat   Bidang   keagamaan   paling   banyak  Rp.100.000.000,- 

m.   Organisasi   Masyarakat   Bidang   kepemudaan    paling   banyak  Rp.10.000.000,- 

n.    Organisasi   Kemasyarakatan    Lainnya   paling   banyak  Rp.50.000.000,- 

o.    MUI paling   banyak  Rp.500.000.000,- 

p.     Baznas    paling   banyak  Rp.350.000.000,- 

q.     Karang   Taruna    paling   banyak  Rp.200.000.000,- 

r.      LPTQ Paling   Banyak  Sebesar  Rp.200.000.000.- 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

n



 

 
 
 
 
 
 
 
 

PEMBI 

• 
 

 
 
 
 
 
 

Pasal   II 
 

Peraturan   Bupati   ini  mulai   berlaku    pada   tanggal   diundangkan. 
 
 

Agar    setiap     orang     mengetahuinya   ·memerintahkan        pengundangan      Peraturan 

Bupati   ini  dengan    penempatannya  dalam   Berita   Daerah    Kabupaten   Langkat. 
 
 

Ditetapkan   di Stabat 
pada   tanggal       119 – 2 - 2020 

 

BUPATI  LANGKAT 

 
ttd 

 

 

Diundangkan    di Stabat 

pada   tanggal        119 – 2 - 2020 

TERBIT  RENCANA  PER.A.NGIN  ANGIN

 

SEKRETARIS   DAERAH  KABUPATEN LANGKAT, 
 

 
ttd 

 
INDRA  SALAHUDIN 

 
 
 

BERITA DAERAH  KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2020   NOMOR:      7 
 
 

 
Salinan    sesuai   dengan    aslinya 

 

 

NIP.  19730803 200212   1  005 


